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Abstrak 
Perlindungan merek dagang di zaman globalisasi adalah salah satu topik krusial dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

di tingkat internasional. Secara internasional, perlindungan merek diatur oleh berbagai alat hukum, seperti Persetujuan TRIPS 

yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI bagi negara-negara anggota WTO, Konvensi Paris mengenai 

Perlindungan Kekayaan Industri, dan Protokol Madrid yang memudahkan proses pendaftaran merek secara global melalui 

WIPO. Di tingkat domestik, Korea Selatan mengatur perlindungan merek melalui Undang-Undang Merek Dagang Korea yang 

terakhir diperbarui dengan Undang-Undang No. 19809 Tahun 2023. Aturan ini menerapkan prinsip *first-to-file* (yang 

pertama mendaftar berhak), memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, melarang pendaftaran yang dilakukan dengan 

itikad buruk, serta mengatur tentang pelanggaran dan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar hak merek. Sengketa 

antara grup musik NewJeans dan ADOR menjadi studi kasus yang relevan untuk mengeksplorasi penerapan hukum merek di 

Korea Selatan dan prinsip-prinsip HKI internasional. Perselisihan ini berfokus pada penggunaan identitas dan merek grup 

setelah terjadinya konflik antara para anggota dan manajemen perusahaan. Keputusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada 

Maret 2025 yang membatasi pemakaian nama grup tanpa izin pemilik merek menunjukkan betapa pentingnya perlindungan 

hak merek dalam sektor hiburan yang memiliki jangkauan global dan nilai ekonomi yang tinggi. 

Kata Kunci: Merek Dagang, HKI Internasional, Trademark Act Korea  

1. Pendahuluan  
Perkembangan ekonomi dunia membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi elemen penting dalam sistem hukum global 

(Intelektual et al., 2019). HKI adalah hak yang diberikan untuk hasil karya dan pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, 

sehingga perlu dilindungi secara hukum. Dalam konteks perdagangan antarnegara, HKI mencakup hak cipta, paten, merek 

dagang, desain industri, serta informasi rahasia. Melindungi HKI tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi 

pemiliknya, tetapi juga merangsang inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi (Sardjono; 2010, n.d.). 

Secara internasional, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual diatur oleh sejumlah perjanjian global, khususnya 

Perjanjian TRIPS yang merupakan bagian dari sistem hukum WTO sejak tahun 1994 (Talia Sopiyani, 1994). TRIPS 

menentukan standar minimum untuk perlindungan HKI, termasuk merek dagang, yang harus diikuti oleh semua anggota WTO 

(TRIPS_e, n.d.). Di samping itu, perlindungan merek juga ditopang oleh Konvensi Paris dan Sistem Madrid yang ditangani 

oleh WIPO, yang mempermudah proses pendaftaran dan perlindungan merek di berbagai negara melalui sebuah sistem terpadu 

(Bureaux & Protection, 1967). Merek dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat penting 

dalam dunia bisnis karena berfungsi sebagai identitas untuk produk atau layanan serta aset yang menggambarkan reputasi dan 

kepercayaan dari pelanggan. Berdasarkan Pasal 15 Perjanjian TRIPS, merek dagang merupakan tanda atau kombinasi tanda 

yang membedakan barang atau layanan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Perlindungan hukum terhadap merek 

ditujukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, termasuk penggunaan merek yang serupa atau identik yang dapat 

membingungkan konsumen serta merugikan pemilik merek yang sah (Aurellia cindy, Bagya Agung Prabowo, 2022). 

Korea Selatan memiliki sistem perlindungan merek dagang yang kokoh, terutama karena kemajuan di bidang hiburan dan 

budaya melalui fenomena Hallyu. Regulasi mengenai merek dagang di negara ini diatur dalam Korea Trademark Act, yang 

telah mengalami banyak perubahan, termasuk perubahan terbaru melalui Undang-Undang No. 19809 Tahun 2023. Pengelolaan 

pendaftaran serta perlindungan merek ditangani oleh Korean Intellectual Property Office yang bertanggung jawab untuk 

memproses pendaftaran, memeriksa kelayakan merek, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan merek. Selain itu, 

Korea Selatan juga merupakan anggota dari Paris Convention, World Trade Organization melalui TRIPS Agreement, serta 

Madrid Protocol, sehingga sistem perlindungan mereknya sesuai dengan standar internasional (Korea Trademark Act, Act No. 

19809). Korea Trademark Act menerapkan prinsip First to file, yang berarti hak atas merek akan diberikan kepada individu 

atau entitas yang lebih dulu melakukan pendaftaran (Sigit Wibowo, 2023).  Pasal 34 menyatakan bahwa merek yang sama atau 

mirip dengan merek yang sudah terkenal tidak dapat diajukan untuk pendaftaran karena dapat menyebabkan kebingungan di 

kalangan konsumen. Sedangkan, Pasal 41–43 mengatur mengenai pemindahan hak atas merek, dan ketentuan mengenai sanksi 

untuk pelanggaran hak merek diatur dalam peraturan yang relevan. Semua regulasi tersebut mencerminkan komitmen Korea 
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Selatan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi hak merek pemilik baik lokal maupun internasional 

(Humaedi Abdurahman, 2020). 

Dalam sektor K-Pop, elemen-elemen seperti nama grup, logo, dan identitas artistik merupakan aset intelektual yang sangat 

berharga. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perselisihan antara NewJeans dan ADOR, yang merupakan anak 

usaha dari HYBE. Perselisihan ini muncul pada tahun 2024 akibat adanya ketegangan antara mantan CEO ADOR, Min Hee-

jin, dan HYBE mengenai penguasaan NewJeans, termasuk hak merek dan identitas grup tersebut. Pada bulan Maret 2025, 

Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permohonan larangan dari ADOR yang mencegah NewJeans untuk beroperasi 

secara independen. Kasus ini menjadi contoh yang signifikan terkait perlindungan merek dagang dalam industri hiburan di 

Korea Selatan (NewJeans @ En.Wikipedia.Org, n.d.). Kasus NewJeans dan ADOR layak untuk diteliti karena mencakup 

berbagai elemen hukum merek, seperti kepemilikan merek, hak eksklusif pemilik, otoritas dari label rekaman, serta cara 

penyelesaian konflik. Pemeriksaan kasus ini dapat memberi wawasan tentang bagaimana Korea Trademark Act diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip hukum Kekayaan Intelektual internasional, 

seperti TRIPS Agreement dan Paris Convention, dalam resolusi sengketa merek yang melibatkan aspek internasional (Denny 

Felano, 2021). 

Berdasarkan penelitian dari Rahmi Jened, Sigit Wibowo, dan Denny Felano tentang perlindungan merek dalam bidang Hak 

Kekayaan Intelektual di tingkat internasional dan di Korea telah mengalami perkembangan, penelitian mengenai konflik merek 

di sektor K-Pop, terutama antara artis dan perusahaan rekaman, masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih 

berfokus pada sengketa merek dalam konteks perdagangan barang dan layanan. Namun, kasus NewJeans dan ADOR 

menunjukkan dinamika hukum yang berbeda karena berlangsung dalam satu ekosistem perusahaan yang sama. Selain itu, 

terdapat sangat sedikit penelitian yang membahas penerapan Korean Trademark Act No. 19809 bersamaan dengan prinsip-

prinsip dari TRIPS Agreement, Paris Convention, dan Madrid Protocol dalam konteks sengketa merek di industri K-Pop, 

khususnya dalam literatur hukum berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi 

kekurangan tersebut melalui analisis hukum yang mendalam terhadap sengketa antara NewJeans dan ADOR (Rahmi Jened; 

2015, Sigit Wibowo; 2023, Denny Felano; 2021).  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, sengketa antara NewJeans dan ADOR menarik untuk dianalisis karena 

tidak hanya melibatkan aspek komersial, tetapi juga memunculkan isu hukum terkait perlindungan merek dalam bidang 

hiburan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji dugaan pelanggaran merek dalam sengketa ini dengan mengacu pada 

perspektif Hukum HKI Internasional, khususnya TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid, serta meneliti cara 

penegakan dan perlindungan hukum yang ada berdasarkan Korea Trademark Act No. 19809 agar memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai penyelesaian konflik merek dagang dalam konteks global. 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah suatu kajian hukum yang bersifat doktrinal, Ahmad Sofian (Ahmad Sofian; 2016), n.d.)menjelaskan bahwa 

doktrin merupakan pendapat atau pandangan para ahli hukum yang dianggap sebagai sumber hukum tidak tertulis, sedangkan 

teori adalah konsep general yang menjelaskan fenomena hukum. Definisi Sofian ini penting karena membedakan antara doktrin 

dan teori, sering kali digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum doktrinal. yang mengkaji norma dan doktrin hukum 

berdasar sumber hukum yang relevan tanpa melibatkan pengumpulan data di lapangan. Metode yang digunakan secara 

komprehensif mencakup: (1) Pendekatan Peraturan, dengan mempelajari Korea Trademark Act No. 19809 dan hukum hak 

kekayaan intelektual sebagai bahan perbandingan; (2) Pendekatan Konseptual, dengan mengulas konsep merek terkenal, 

prinsip first to file, dan larangan itikad buruk; (3) Pendekatan Kasus, dengan menganalisis hasil putusan injunksi dari 

Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025; serta (4) Pendekatan Perbandingan antara Korea Trademark Act dengan 

TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid. Sumber hukum diperoleh melalui penelitian pustaka dan dianalisis 

dengan metode preskriptif-kualitatif. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Analisis pelanggaran Merek Dagang dalam Sengketa NewJeans vs ADOR berdasarkan Perspektif 

Hukum HKI Internasional (TRIPS Agreement, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid) 

Hukum Kekayaan Intelektual yang bersifat global memberikan pedoman normatif sebagai acuan bagi negara-

negara anggota dalam membangun sistem perlindungan merek di negara mereka sendiri  (Neni Sri Imaniyati, n.d.). 

Tiga dokumen utama yang perlu dipertimbangkan terkait sengketa antara NewJeans dan ADOR adalah Perjanjian 

TRIPS, Konvensi Paris mengenai Perlindungan Kekayaan Industri, dan Protokol Madrid yang mengatur 

pendaftaran merek secara internasional. Keberadaan ketiga dokumen ini tidak hanya menentukan standar 

perlindungan merek secara global, tetapi juga memengaruhi penyusunan dan pelaksanaan Korea Trademark Act, 

mengingat Korea Selatan aktif terlibat dalam ketiga perjanjian internasional tersebut. 
3.1.1. Analisis Berdasarkan TRIPS Agreement 

Perjanjian TRIPS yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 sebagai bagian dari kerangka hukum WTO menetapkan standar 

dasar untuk perlindungan merek dagang yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Pasal 15 TRIPS menjelaskan bahwa 

merek dagang merupakan tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari 

lainnya, sementara Pasal 16 memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk melarang pihak ketiga 

menggunakan tanda yang sama atau mirip tanpa izin. Dalam kasus NewJeans melawan ADOR, ketentuan Pasal 16 TRIPS 
memperkuat posisi hukum ADOR sebagai pemegang merek terdaftar yang berhak mencegah penggunaan nama 

NewJeans oleh pihak manapun yang tidak memiliki izin, termasuk anggota grup itu sendiri (Suci Lestari, 2005). 

Salah satu elemen krusial dari TRIPS Agreement yang berkaitan dengan perkara ini adalah pasal mengenai 

perlindungan merek terkenal di Pasal 16 ayat (2) dan (3). Aturan ini memperluas perlindungan bagi merek terkenal 
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tidak hanya atas produk atau layanan yang serupa, tetapi juga untuk produk atau layanan yang berbeda, jika 

penggunaan merek tersebut menunjukkan adanya koneksi dengan pemilik merek terkenal yang bisa merugikan 

kepentingan mereka. Nama NewJeans yang telah diakui di seluruh dunia sebagai merek K-Pop yang sangat 

terkenal memenuhi syarat sebagai merek terkenal sesuai kriteria TRIPS. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

untuk merek NewJeans bersifat universal dan tidak terbatas hanya pada sektor hiburan, yang semakin memperkuat 

dasar hukum bagi ADOR untuk meminta perlindungan secara penuh (Talia Sopiyani, 1994).  

3.1.2. Analisis Berdasarkan Konvensi Paris 

Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri ditandatangani pertama kali pada tahun 1883 dan sudah 

diratifikasi oleh lebih dari 194 negara anggota menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) (World Trade 

Organization, n.d.), termasuk Korea Selatan. Konvensi ini memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum 

untuk merek internasional. Dalam Pasal 2, prinsip perlakuan nasional mengatur bahwa setiap negara anggota wajib 

memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara asing seperti kepada warganya sendiri. Prinsip ini 

menjadi penting dalam kasus NewJeans vs ADOR, mengingat NewJeans adalah grup dengan anggota dari berbagai 

negara, termasuk Danielle Marsh yang merupakan warga negara Australia. Dengan adanya prinsip perlakuan 

nasional, perlindungan merek yang diberikan harus setara dan tidak mendiskriminasi berdasarkan 

kewarganegaraan para pihak yang terlibat (Denny Felano, 2021). 

Konvensi Paris mencakup aturan penting mengenai perlindungan merek yang sudah terkenal dalam Pasal 6bis, 

yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, serta melarang 

pemakaian merek yang merupakan salinan, tiruan, atau terjemahan dari merek terkenal yang berpotensi 

membingungkan. Ketentuan dari Pasal 6bis Konvensi Paris ini diadopsi dalam Korea Trademark Act melalui Pasal 

34 ayat (1) huruf (xi) dan (xii) yang melarang pendaftaran merek yang mirip dengan merek terkenal. Dalam 

sengketa antara NewJeans dan ADOR, ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah pihak ketiga lainnya 

dari mendaftarkan merek yang menyerupai NewJeans, serta memberikan dasar hukum internasional bagi ADOR 

untuk mempertahankan hak eksklusifnya atas merek tersebut di berbagai wilayah hukum (Benedictus Renny See, 

2022).  

3.1.3. Analisis Berdasarkan Protokol Madrid 

Protokol Madrid yang dikelola oleh WIPO menyediakan cara untuk mendaftarkan merek di tingkat internasional 

dengan menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi, sehingga pemilik merek dapat memperoleh perlindungan di 

berbagai negara anggota sekaligus. Dalam dunia industri K-Pop yang bersifat global, Protokol Madrid sangat 

penting karena merek seperti NewJeans aktif di banyak negara. Jika ADOR mendaftarkan merek NewJeans 

melalui sistem Madrid, maka perlindungan merek tersebut berlaku di seluruh dunia dan tidak hanya terbatas pada 

Korea Selatan. Ini berarti setiap tindakan penggunaan merek NewJeans tanpa izin di mana pun yang merupakan 

anggota sistem Madrid dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan pendaftaran internasional tersebut (protokol 

marid, Intelektual, n.d.). 

Dari sudut pandang hukum perlindungan kekayaan intelektual internasional, perselisihan antara NewJeans dan 

ADOR juga berkaitan dengan isu mengenai keterkaitan antara hak merek dan hak moral pencipta. Meskipun 

Perjanjian TRIPS dan Konvensi Paris tidak secara jelas mengatur hak moral dalam konteks merek dagang, terdapat 

ketegangan norma antara hak eksklusif milik pemegang merek di satu sisi dan kepentingan artis sebagai pencipta 

identitas kreatif di sisi lainnya. Beberapa ahli hukum perlindungan kekayaan intelektual berpendapat bahwa sistem 

perlindungan merek yang ada saat ini lebih memberikan keuntungan pada perusahaan dibandingkan individu artis, 

khususnya dalam ekosistem industri hiburan yang didominasi oleh label besar. Oleh karena itu, sengketa ini bisa 

mendorong diskusi akademis serta kebijakan mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum merek 

internasional yang lebih adil untuk para pencipta (Dendy Widya Chandra et al., 2015).  

Penyelesaian perselisihan merek internasional dalam konteks hukum Kekayaan Intelektual bisa dilakukan melalui 

beberapa cara, termasuk arbitrase yang diselenggarakan oleh WIPO dengan kebijakan Resolusi Sengketa Nama 

Domain Bersatu (UDRP) untuk perselisihan merek di dunia digital, serta negosiasi antara negara-negara untuk 

masalah yang melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Dalam kasus sengketa antara NewJeans dan ADOR, meskipun 

solusinya diambil melalui pengadilan domestik di Korea, keputusan yang diambil memiliki pengaruh internasional 

karena kegiatan bisnis NewJeans yang bersifat global. Adanya Protokol Madrid dan kerangka TRIPS menjamin 

bahwa keputusan yang dihasilkan di Korea Selatan dapat digunakan sebagai acuan untuk penegakan hak merek di 

negara-negara lain yang merupakan pasar utama bagi grup tersebut (Rahmi Jened, 2015). 

Secara keseluruhan, pemeriksaan konflik antara NewJeans dan ADOR dari sudut pandang hukum Hak Kekayaan 

Intelektual internasional menunjukkan bahwa struktur norma yang dihasilkan oleh TRIPS Agreement, Konvensi 

Paris, dan Protokol Madrid telah memberikan dasar yang kokoh untuk perlindungan merek dagang dalam konteks 

global industri hiburan. Sebagai anggota aktif dari ketiga perjanjian internasional tersebut, Korea Selatan telah 

mengadaptasi standar-standar internasional ke dalam Korea Trademark Act, sehingga sistem perlindungan merek 

dalam negerinya selaras dengan kewajiban di tingkat internasional. Perselisihan ini juga menegaskan bahwa di era 

Hallyu yang melampaui batas negara, perlindungan merek tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah yang hanya 

bersifat domestik, tetapi memerlukan kerjasama lintas yurisdiksi yang didukung oleh kerangka hukum HKI 
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internasional yang kuat dan responsif terhadap perubahan dalam industri kreatif global (World Trade Organization, 

n.d.). 

3.2. Penegakan dan Perlindungan Pelanggaran Merek Dagang dalam Sengketa NewJeans vs ADOR 

Ditinjau dari Korea Trademark Act (Act No. 19809) 

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam penelitian hukum mengenai sengketa merek dagang, 

terutama dalam konteks sengketa NewJeans vs ADOR yang melibatkan konflik antara kepemilikan merek dagang 

oleh agensi dengan hak artis untuk menggunakan nama grup yang telah mereka membangun secara kolektif. 

Definisi perlindungan hukum dari berbagai ahli memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami 

bagaimana hukum seharusnya melindungi kepentingan kedua pihak dalam sengketa ini (Fajar Nurcahya Dwi  

Putra, n.d.).  

Menurut Hans Kelsen (Hans Kelsen, n.d.), hukum merupakan suatu sistem norma yang berlaku secara hierarkis 

dan harus dipahami secara murni, terlepas dari aspek moral, politik, maupun sosial. Melalui Teori Hukum Murni 

(Pure Theory of Law), Dalam Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law), Hans Kelsen membagi sistem hukum 

ke dalam dua aspek yaitu, aspek statis yang melihat hukum sebagai bangunan norma yang diam (struktur), dan 

aspek dinamis yang melihat proses berlakunya hukum, termasuk pembentukan dan penegakannya (Andi Munafri 

D Mappatunru, 2020). 

3.2.1. Aspek Statis (Nomostatics) 

Aspek statis melihat hukum dari sisi perbuatan manusia yang diatur oleh norma yakni norma itu sendiri dianggap 

valid berdasarkan nilai isinya, dan individu yang terikat oleh norma tersebut wajib bertindak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam faktor lapangannya norma-norma yang mengatur merek dagang telah 

tersedia dan valid secara substansi, Korea Trademark Act (khususnya Pasal 34, 89, 108–110), TRIPS Agreement, 

Konvensi Paris, dan Protokol Madrid semuanya mengatur secara tegas tentang perlindungan merek, syarat 

pendaftaran, hingga larangan penggunaan merek yang menyesatkan. Keberadaan norma-norma ini memenuhi 

kriteria aspek statis Kelsen norma ada, berlaku, dan mengikat para pihak. Namun validitas formal ini tidak serta 

merta menjamin keadilan substantif bagi NewJeans sebagai pihak yang menciptakan nilai merek tersebut. 

3.2.2. Aspek Dinamis (Nomodinamics) 

Aspek dinamis melihat hukum dari sisi proses pembuatan dan pelaksanaan norma suatu norma dinyatakan valid 

bukan karena isinya, melainkan karena dibuat melalui prosedur dan otoritas yang telah diotorisasi oleh norma yang 

lebih tinggi, membentuk rantai hierarki norma (stufenbau) dari norma dasar (grundnorm) hingga ke norma paling 

konkret. Dalam kasus ini secara hierarki norma, sistem hukum merek internasional telah membentuk rantai yang 

semestinya koheren, TRIPS sebagai instrumen tertinggi, Konvensi Paris dan Protokol Madrid, Korea Trademark 

Act, putusan pengadilan. Namun dalam praktik lapangan, proses pelaksanaan norma ini mengalami distorsi. 

Injunsi Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 yang menolak permohonan NewJeans menunjukkan 

bahwa dinamika penerapan norma lebih berpihak pada entitas yang menguasai pendaftaran merek secara 

prosedural (ADOR/HYBE), bukan pada pihak yang secara substantif menciptakan dan membangun identitas 

merek tersebut. Proses pembuatan dan pelaksanaan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk melindungi 

kepentingan yang seharusnya dilindungi.  

Berdasarkan 2 aspek dari hens Kelsen, aspek statis Kelsen terpenuhi norma-norma HKI internasional dan Korea 

Trademark Act eksis dan valid secara formal. Namun aspek dinamis mengalami kegagalan proses pelaksanaan 

norma tidak menghasilkan perlindungan yang adil bagi pihak yang secara nyata membangun nilai merek, 

mencerminkan kesenjangan antara validitas norma dan efektivitasnya di lapangan.Hugo Grotius (Berliana Aisyah, 

Cekli Setya; 2025) Dalam pemikiran Hugo Grotius (Hugo de Groot), terdapat tiga aspek utama yang merupakan 

fondasi dari teori hukum alam yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Yaitu, hak kepemilikan, 

kewajiban menepati janji, kebebasan individu. Perlindungan berakar pada konsep hukum alam dan hak asasi 

manusia. Hugo Grotius memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap 

kebebasan, hak milik, dan keselamatan setiap individu, bahkan ketika dunia berada dalam situasi konflik atau 

peperangan (Rahul Patna Deo, n.d.).  

3.2.3. Hak Kepemilikan (Right of Property) 

Setiap individu atau entitas memiliki hak alamiah atas benda atau karya yang lahir dari usahanya sendiri, hak 

tersebut bersifat ekslusif dan wajib dilindungi oleh hukum dari segala bentuk perampasan atau penyalahgunaan 

pihak lain. Sedangkan pada faktor lapangannya Merek NewJeans dan identitas artistik kelompok tersebut tumbuh 

dari kerja kreatif para anggota bersama tim produksi mereka. Namun dalam sengketa ini, ADOR sebagai label 

yang secara hukum mendaftarkan dan mengelola merek menguasai hak merek secara formal. Akibatnya, para 

anggota NewJeans tidak memiliki kendali atas merek yang melekat pada nama dan citra diri mereka sendiri, 

sehingga aspek hak kepemilikan Grotius tidak terwujud secara substantif bagi pihak yang menciptakan nilai 

tersebut. 

3.2.4. Kewajiban Menepati Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 

Setiap kesepakatan yang dibuat secara sukarela menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat para pihak untuk 

melaksanakannya dengan itikad baik, ingkar janji merupakan pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum. 
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Disatu sisi kontra artis antara Newjens dan ADOR secara formal diakui dan dijalankan prinsip pacta sunt servanda 

tampak berlaku, namun disisi lain Newjens mengajukaan klaim bahwa ADOR tidak memenuhi kewajibannya 

secara substantif, tuduhan penelantaran tidak memberikan perlindungan yang memadai hingga dugaan konflik 

kepentingan dengan pihak HYBE, jika klaim ini terbukti maka kewajiban menepati perjanjian hanya terpenuhi 

dipermukaan namun dilanggar secara substansial yang justru bertentangan dengan teori Grotius.  

3.2.5. Kebebasan Individu (Individual Liberty) 

Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk bertindak, berkreasi, dan menentukan nasibnya sendiri selama tidak 

melanggar hak pihak lain, pembatasan atas kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada alasan 

yang sah secara hukum dan moral. Para anggota NewJeans mengupayakan pemutusan kontrak dan otonomi atas 

karier mereka, namun Pengadilan Distrik Pusat Seoul melalui injunsi Maret 2025 menolak permohonan tersebut 

dan menyatakan kontrak tetap mengikat. Secara struktural, artis dalam sistem label Korea berada pada posisi yang 

sangat asimetris, kebebasan untuk keluar, bernegosiasi ulang, atau beralih manajemen sangat dibatasi oleh klausul 

kontrak jangka panjang. Kondisi ini berlawanan langsung dengan prinsip kebebasan individu Grotius yang 

menuntut ruang otonomi yang nyata, bukan sekadar formal.Berdasarkan tiga faktor pemikiran Grotius, dapat 

disimpulkan bahwa konflik antara NewJeans dan ADOR mencerminkan celah antara perlindungan hukum yang 

formal dan keadilan yang substansial. Hak atas kepemilikan secara hukum dipegang oleh label, perjanjian hanya 

dipenuhi secara permukaan, dan kebebasan individu para anggota dibatasi oleh struktur kontrak yang tidak 

seimbang. Ini menunjukkan bahwa Korea Trademark Act dan instrumen kekayaan intelektual internasional belum 

sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan para pelaku kreatif secara nyata. Korea Trademark Act 

merupakan regulasi hukum utama yang mengatur perlindungan merek di Korea Selatan. Aturan ini telah 

mengalami sejumlah revisi, dengan edisi terbaru ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 19809 pada 31 

Oktober 2023. Secara jelas, pelanggaran merek dalam hukum Korea diartikan sebagai setiap tindakan penggunaan 

merek yang identik atau serupa dengan merek terdaftar oleh pihak yang tidak berhak, yang  bisa mengakibatkan 

kebingungan bagi konsumen atau merugikan nama baik pemilik merek yang sah (Antarnews, n.d.). Dalam konflik 

NewJeans melawan ADOR, kerangka hukum ini berfungsi sebagai landasan utama untuk mengevaluasi apakah 

tindakan NewJeans yang beroperasi secara mandiri setelah pemecatan manajemen ADOR merupakan pelanggaran 

merek dagang yang dapat diadili (Korea Trademark Act,  No. 19809, Hal 1-3). 

Pasal 89 Korea Trademark Act Menegaskan bahwa hanya pemilik merek yang memiliki hak eksklusif atas merek 

terdaftar, sehingga setiap penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran. 

ADOR, sebagai badan yang mendaftarkan dan mengelola merek NewJeans di Korean Intellectual Property Office 

(KIPO), memiliki hak eksklusif tersebut. Ketika anggota grup NewJeans mencoba untuk melanjutkan kegiatan 

seni dengan menggunakan nama dan identitas merek yang sama tanpa mendapatkan izin dari ADOR, tindakan ini 

jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 89. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan merek secara hukum tidak 

serta merta diwarisi oleh pencipta identitas artistik, melainkan oleh pihak yang pertama kali mendaftarkannya 

(Korea Trademark Act, No. 19809, Pasal 89). 

Pasal 108 Korea Trademark Act secara jelas menjelaskan kategori tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran 

merek, yaitu aplikasi merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar untuk barang atau layanan serupa tanpa 

mendapat persetujuan dari pemilik hak. Dalam masalah NewJeans melawan ADOR, penerapan Pasal 108 memiliki 

relevansi karena ada keinginan dari anggota NewJeans untuk terus memakai nama grup tersebut dalam kegiatan 

bisnis, seperti konser dan perilisan musik, meskipun merek NewJeans masih terdaftar secara sah atas nama ADOR. 

Pengadilan Distrik Pusat Seoul dalam keputusannya pada Maret 2025 mengakui kemungkinan adanya pelanggaran 

terhadap pasal ini saat menerima permohonan injunksi dari ADOR (Tempo, n.d.).  

Mekanisme penegakan hukum pada Korea Trademark Act bersifat menyeluruh dan melibatkan aspek perdata serta 

pidana. Pasal 109 memberikan kuasa kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan penghentian pelanggaran, 

sedangkan Pasal 110 menyediakannya kesempatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran 

merek. Keputusan injunksi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Maret 2025 adalah aplikasi 

nyata dari Pasal 109, di mana ADOR berhasil memperoleh perintah dari pengadilan yang melarang NewJeans 

untuk beroperasi secara mandiri. Keberhasilan ADOR pada tahap ini menandai langkah signifikan dalam 

perlindungan hak merek di sektor hiburan Korea.(Korea Trademark Act, No. 19809, Pasal 109). 

Korea Trademark Act juga mencakup peraturan mengenai larangan pendaftaran merek dengan itikad buruk seperti 

yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (xxi). Aturan ini melarang pendaftaran merek oleh pihak yang sadar 

bahwa merek tersebut telah digunakan atau dikenal oleh orang lain, dengan maksud untuk memanfaatkan reputasi 

merek secara tidak sah. Dalam perselisihan NewJeans vs ADOR, masalah ini menjadi penting sebab muncul 

pertanyaan mengenai motivasi di balik pengelolaan merek oleh ADOR, terutama mengenai apakah pendaftaran 

merek NewJeans dilakukan hanya untuk kepentingan kelompok atau justru untuk menguasai aset kreatif grup 

tersebut. KIPO memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang terbukti diajukan dengan 

niat yang buruk (Ketut & Diah, 2026). 
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Konsep merek terkenal dalam Pasal 34 ayat (1) huruf (xi) dan (xii) Korea Trademark Act memberikan 

perlindungan tambahan bagi merek-merek yang telah dikenal secara meluas oleh publik, meskipun untuk produk 

atau layanan yang berbeda. Nama NewJeans, yang telah terkenal di berbagai negara sebagai grup K-Pop yang 

sangat populer, dapat diidentifikasi sebagai merek terkenal dalam konteks pasal ini. Sebagai Akibatnya 

perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada industri hiburan, tetapi juga mencakup berbagai 

jenis usaha yang dapat memanfaatkan nama tersebut. Hal ini semakin menguatkan posisi ADOR sebagai 

pemegang hak yang berhak menerima perlindungan menyeluruh dari setiap bentuk penggunaan merek NewJeans 

yang tidak sah (Ruhtiyani, n.d.).  

Prinsip first-to-file yang dianut Korea Trademark Act memiliki implikasi hukum yang besar dalam sengketa ini. 

Sistem ini menetapkan bahwa hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, bukan 

kepada pihak yang pertama kali menggunakannya secara nyata. Dalam industri K-Pop, prinsip ini menciptakan 

ketidakseimbangan antara pencipta identitas artistik dan pemegang hak merek secara formal, sebab label rekaman 

umumnya yang melakukan pendaftaran merek atas nama kelompok yang mereka kelola. Konsekuensinya, 

meskipun anggota NewJeans adalah pencipta identitas artistik grup tersebut, mereka tidak secara otomatis 

memiliki hak merek atas nama NewJeans apabila tidak tercantum sebagai pendaftar di KIPO (Sigit Wibowo, 

2023). 

Ketentuan mengenai pemindahan hak merek dan pemberian lisensi yang terdapat dalam Pasal 93 dan 95 Korea 

Trademark Act menjadi elemen penting dalam perselisihan antara NewJeans dan ADOR. Pasal-pasal ini 

mewajibkan setiap proses pemindahan atau pemberian lisensi merek dilakukan secara tertulis dan diregistrasikan 

di KIPO agar memiliki keabsahan hukum terhadap pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan kontrak antara 

NewJeans dan ADOR, ketentuan ini menentukan batasan hak masing-masing pihak dalam memanfaatkan merek. 

Jika ada pemakaian merek di luar ketentuan yang disetujui dalam kontrak manajemen atau perjanjian lisensi, 

tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak merek yang dilindungi, meskipun pelakunya 

adalah salah satu anggota grup tersebut (ADCO LAW, n.d.). 

Mekanisme untuk membatalkan merek yang diatur dalam Pasal 117 Korea Trademark Act menyediakan jalur 

hukum alternatif bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pendaftaran merek yang dianggap tidak sah. 

Permohonan untuk membatalkan dapat diajukan ke Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB) ketika 

pendaftaran merek terbukti melanggar hukum, termasuk pendaftaran yang dilakukan dengan itikad buruk atau 

yang melanggar hak pihak lain yang sudah ada. Dalam konflik NewJeans melawan ADOR, mekanisme ini bisa 

dimanfaatkan oleh anggota NewJeans untuk menantang validitas kepemilikan merek yang dipegang oleh ADOR, 

terutama jika dapat dibuktikan bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pendaftaran merek itu. 

Secara keseluruhan, Korea Trademark Act No. 19809 Tahun 2023 telah menyusun kerangka hukum yang 

menyeluruh untuk menangani konflik merek dalam sektor hiburan. Sistem penegakan hukum yang diadopsi, yang 

terdiri dari dua jalur, mencakup langkah hukum perdata seperti injunksi dan Kompensasi serta hukuman pidana 

yang bisa mencapai penjara selama tujuh tahun dan denda maksimum 100 juta won sesuai dengan Pasal 230, 

menunjukkan kesungguhan Korea Selatan dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Keputusan Pengadilan 

Distrik Pusat Seoul yang menyetujui permohonan injunksi dari ADOR adalah contoh nyata bahwa sistem peradilan 

Korea mampu dan siap memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang merek yang terdaftar, bahkan dalam 

kasus konflik yang rumit antara NewJeans dan ADOR, di mana batas antara hak seni dan hak merek perusahaan 

menjadi samar (Sarang Ip, 2020).  

4.  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis mengenai konflik antara NewJeans dan ADOR, dilihat dari sudut pandang hukum kekayaan 

intelektual internasional, Perjanjian TRIPS, Konvensi Paris, dan Protokol Madrid telah memberikan kerangka 

normatif yang kukuh, sesuai dengan Korea Trademark Act No. 19809. Ketiga dokumen ini memperkuat posisi 

hukum ADOR sebagai pemilik merek terdaftar, tetapi belum memberikan pengakuan terhadap hak moral seniman 

sebagai pencipta identitas kreatif, yang mengakibatkan ketegangan antara hak eksklusif pemegang merek dan 

kepentingan substantif para seniman.  

Perspektif dari Korea Trademark Act No. 19809, prinsip pendaftaran pertama kali menjadikan ADOR sebagai 

pemegang hak eksklusif terhadap merek NewJeans sesuai dengan Pasal 89, dan keputusan Pengadilan Distrik 

Pusat Seoul pada Maret 2025 merupakan penerapan nyata dari mekanisme perlindungan sipil di Pasal 109. 

Namun, prinsip ini menciptakan ketidakadilan struktural antara label yang mendominasi proses pendaftaran merek 

dan seniman yang membangun nilai merek secara substansial.  

Secara teoritis, teori Hans Kelsen menunjukkan bahwa aspek-aspek statis telah dipenuhi secara formal, tetapi 

aspek dinamis tidak berhasil memberikan perlindungan yang adil di lapangan. Begitu pula tiga poin pemikiran 

Hugo de Groot, hak kepemilikan, tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian, dan kebebasan individu semuanya 

mengalami distorsi, mencerminkan perbedaan antara perlindungan hukum formal dan keadilan substantif bagi 

para kreator. 
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